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Muslim decedent’s estate to non-Muslims. This study contributes
to Islamic inheritance jurisprudence by clarifying the boundary
between wasiat and inheritance and critiquing the use of
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Abstrak

Kajian tentang wasiat wajibah beda Agama dalam hukum
kewarisan Islam di Indonesia terus berkembang seiring
munculnya yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan
bagian harta kepada pihak non-Muslim melalui mekanisme
wasiat wajibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
secara kritis penerapan wasiat wajibah beda Agama dalam
yurisprudensi Mahkamah Agung serta mengklarifikasi atribusi
pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Ytsuf al-Qaradawi
dalam isu tersebut. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan
dengan pendekatan normatif yuridis yang bertumpu pada analisis
literatur fikih, kaidah hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam
serta putusan putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian
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menunjukkan bahwa penerapan wasiat wajibah beda Agama
sebagai instrumen penemuan hukum yang bertujuan
menghadirkan keadilan dan kemaslahatan sosial tidak tepat
apabila berimplikasi pada perubahan fungsi wasiat menjadi
substitusi hak waris bagi pihak yang terhalang mewarisi karena
perbedaan Agama. Praktik tersebut juga problematis karena tidak
sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam syariat.
Penelitian ini juga menemukan bahwa atribusi pendapat Ibn al-
Qayyim dan Yisuf al-QaradawT terhadap praktik tersebut tidak
tepat, karena keduanya lebih menekankan kebolehan Muslim
mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian bagian kepada
non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Penelitian ini
berkontribusi terhadap kajian fikih mawaris dan hukum
kewarisan Islam di Indonesia dengan memperjelas batas antara
wasiat dan warisan serta mengkritisi penggunaan pendapat ulama
dalam yurisprudensi kewarisan beda Agama.
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PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dari syariat Islam yang bertujuan
menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan setelah
kematian seseorang.! Sistem kewarisan Islam tidak hanya mengatur distribusi harta
kepada pihak yang berhak, tetapi juga menetapkan ketentuan mengenai sebab, syarat,
rukun dan penghalang waris agar pembagian tersebut tetap berjalan sesuai dengan prinsip
syariat.> Hal ini menunjukkan bahwa kewarisan Islam dibangun atas dasar keadilan dan
kemaslahatan umat Islam.> Meskipun demikian, dalam realitasnya masih terdapat
persoalan sosial yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem kewarisan klasik.*
Salah satu di antaranya ialah mawani * al-irs atau penghalang waris berupa ikhtilaf al-din,
yaitu perbedaan Agama antara pewaris dan ahli waris yang menyebabkan keduanya tidak
dapat saling mewarisi.> Ketentuan ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 171 huruf (c), yang berlandaskan hadis Nabi saw.:

'Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 3.

2Sudamanto et al., “Analisis Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam,” 4! Yasini: Jurnal
Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan 9, no. 2 (2024): h. 283.

3Aslati Aslati dan Khairunnas Jamal, “Analisis Model Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Melalui
Wasiat Wajibah,” Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah 11, no. 1 (2023): h. 62.

4Abdul Aziz et al., “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-
Thufi,”  Tasyri’:  Journal of Islamic Law 2, mno. 1 (2023): h. 145, http:/journal.stai-
nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/72.

Salih ibn ‘Abdullah al-Fauzan, al-Tahqiqat al-Mardiyyah fi al-Mabahis al-Fardiyyah (Cet. I; al-
Qahirah:Dar al-‘Alamiyyah, 1938H/2018M), h. 47.

457 | Miftahul Khaerani, Kurnaemi Anita, Rodiah
Telaah Kritis Wasiat Wajibah Beda Agama di Indonesia: Klarifikasi Atribusi Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yasuf al-
Qaradawi


https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab rdiiiall
Vol. 2, No. 3 (2026): 456-484 AL-MUNTAQA
doi: 10.36701/muntaqa.v2i3.3293

o o - - &

6(VJM
Artinya:

Dari Usamah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: Seorang Muslim
tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang
Muslim. (H.R. Muslim)

Menurut Imam al-Nawaw1, hadis ini menjadi dasar ijmak ulama bahwa perbedaan
Agama menjadi sebab penghalang waris, karena pewarisan dalam Islam mengandung
unsur wala’ (loyalitas keagamaan) yang hanya terjalin sesama Muslim. Larangan ini
berlaku khusus pada masalah warisan dan tidak mencakup pemberian lain seperti hibah
atau wasiat. Adapun pendapat sebagian sahabat yang membolehkan Muslim mewarisi
non-Muslim, tidak dijadikan pegangan karena jumhur ulama bersepakat mengikuti makna
jelas dari hadis tersebut.’

Seiring dengan dinamika sosial masyarakat modern, kasus kewarisan lintas
Agama semakin meningkat karena munculnya persepsi ketidakadilan dalam pembagian
harta kepada ahli waris non-Muslim.® Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa
Mahkamah Agung melalui yurisprudensi mengembangkan mekanisme wasiat wajibah
sebagai mekanisme alternatif bagi ahli waris beda Agama.’ Namun demikian, penerapan
wasiat wajibah tersebut menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam,
mengingat arah pemberiannya justru berlawanan dengan konstruksi kewarisan yang
dibangun oleh ulama klasik dan kontemporer. Penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris
beda Agama kerap dikaitkan dengan pandangan sejumlah ulama, termasuk Yusuf al-
Qaradaw1 dan Ibn al-Qayyim mengenai kewarisan beda Agama.!” Yiisuf al-Qaradawl
berpendapat bahwa larangan pewarisan hanya berlaku bagi kafir harbi, yaitu kafir yang
memerangi. Dengan demikian, seorang Muslim dapat mewarisi dari kafir zZimmi (non-
Muslim yang terikat perjanjian) atau non-Muslim yang hidup damai dengan Muslim,
tetapi tidak sebaliknya.!! Al-San‘ani juga menukil pandangan beberapa sahabat seperti
Mu‘az ibn Jabal dan Mu‘awiyah, serta tabi‘in seperti Masriig, Sa‘ld ibn Musayyab,
Ibrahim al-Nakha‘1, dan Ishaq, yang berpendapat bahwa Muslim dapat mewarisi dari non-
Muslim, tetapi non-Muslim tidak dapat mewarisi dari Muslim.'?

Pandangan al- Qaradaw1 memiliki titik temu terbatas dengan Ibn al-Qayyim,
terutama dalam kebolehan Muslim mewarisi dari non-Muslim tertentu. Menurut Ibn al-
Qayyim, dasar kewarisan dalam konteks ini bukan kesetiaan batin, melainkan unsur
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®Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim (Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1415H/1994M), h. 123.

"Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, al-Minhdj Syarh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, Juz 11 (Beirut: Dar Thya’ al-
Turath al-‘Arabi, 1392H/1972M), h. 51-52.

8Siti Maryam , “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 Tentang Hak Menerima
Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam,” Journal of Comprehensive Islamic Studies 1, no. 2 (2022): h. 223,
https://journal.centrism.or.id/index.php/jocis/article/view/93.

°Alifiah Margolang et al., “Pandangan Hakim PA dan Ulama MUI Tentang Wasiat Wajibah dalam Pewarisan
Beda Agama,” Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8, no. 2 (2023): h. 381,
https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/view/1748.

Purwosusilo dan Sugiri Permana, Hukum Waris di Indonesia (Surabaya: Pustaka Saga, 2021), h. 298.

"y asuf al-Qaradawi, Fatawa Mu ‘Gsirah , Juz 3 (al-Kuwayt: al-Maktab al-Islami, 2003), h. 692.

2Muhammad ibn Isma‘il al-San‘ani, Subul al-Salam Sharh Buliigh al-Maram, Juz 3 (Mesir: Dar al-hadis,
1418H), h. 144.
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pertolongan dan perlindungan. Kaum Muslimin memberi perlindungan kepada ahl al-
Zimmah (non-Muslim yang hidup dalam perlindungan Islam), sehingga ia dapat mewarisi
harta mereka. Sedangkan ahl al-Zimmah tidak menolong umat Islam, maka tidak
mewarisi dari muslim.'® Titik temu keduanya hanya terletak pada kebolehan Muslim
mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian bagian kepada non-Muslim dari harta
pewaris Muslim. Perbedaan arah hukum ini menuntut kajian kritis terhadap penerapan
wasiat wajibah beda agama di Indonesia serta ketepatan atribusi pendapat Ibn al-Qayyim
al-Jawziyyah dan Yusuf al-Qaradawi dalam membenarkan praktik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus kajian dalam penelitian ini dirumuskan
ke dalam dua masalah utama, yaitu: 1) Bagaimana telaah kritis terhadap penerapan wasiat
wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ditinjau dari prinsip hukum
kewarisan Islam? 2) Bagaimana ketepatan atribusi pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah
dan Yusuf al-Qaradawi sebagai legitimasi wasiat wajibah beda Agama di Indonesia?.
Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis penerapan wasiat wajibah beda
Agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung ditinjau dari prinsip hukum kewarisan
Islam. Kajian ini juga bertujuan menilai ketepatan atribusi pendapat Ibn al-Qayyim al-
Jawziyyah dan Yusuf al-Qaradawi dalam legitimasi penerapan wasiat wajibah beda
Agama di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka
(library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif serta pendekatan normatif
yuridis yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan kajian pada norma-norma tertulis,
seperti peraturan perundang-undangan, kaidah fikih, asas hukum, dan putusan
pengadilan, dengan tujuan menganalisis hukum sebagai norma (law in books) melalui
studi pustaka tanpa melibatkan penelitian lapangan.'*

Pembahasan mengenai kewarisan beda Agama dan wasiat wajibah telah dikaji
oleh sejumlah peneliti sebelumnya, di antaranya; Khasanah dalam penelitiannya berjudul
“Pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan
Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia”"® serta Husna
dalam penelitiannya “Analisis Pendapat Yiisuf al-Qaradawi Tentang Kebolehan Muslim
Mewarisi Harta non Muslim”'® sama-sama menegaskan bahwa Ibn al-Qayyim dan Y{isuf
al-Qaradawl membuka ruang pemberian harta lintas Agama berdasarkan prinsip
kemaslahatan dan keadilan, sehingga perbedaan Agama tidak sepenuhnya menjadi
penghalang waris. Senada dengan itu, penelitian Al Fitri yang berjudul “Paradigma Baru
Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta
Warisan"’, menekankan bahwa mekanisme wasiat wajibah dapat menjadi solusi bagi
pihak yang terhalang waris, termasuk dalam kasus beda Agama, melalui pendekatan
magqasid al-Syari‘ah.

3Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyiib ibn Sa‘d Shams al-Din Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ahkam Ahludz-
Dzimmah, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dar Ibn Hazm dan ‘Ata’at al-‘Ilm li al-Nasyr, 1442H/2021M), h. 10.

14Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2015), h. 13-14.

I5>Rohmah Nur Khasanah, “Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan
Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia”, Skripsi (Bengkulu: Fak. Syari'ah UIN
Fatmawati Sukarno, 2023), http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/305/.

16Jumatul Husna dkk., “Analis pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang Kebolehan Muslim Mewarisi Harta
Non Muslim”, Skripsi (Curup: Fak.Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2019), https://e-
theses.iaincurup.ac.id/2220/.

17Al Fitri, “Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian
Harta Warisan,” Jurnal Hukum Legalita 6, no. 1 (2024), https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/1194.
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Selanjutnya, penelitian oleh Hamid yang berjudul “Dekonstruksi Spekulasi
Hukum: Kajian terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut Pandang Hukum Islam”
menyimpulkan bahwa wasiat beda agama dapat dipandang sebagai bentuk tolong-
menolong dan persaudaraan kemanusiaan, serta tidak ditemukan larangan yang tegas
dalam syariat terhadap praktik wasiat beda agama.'® Selanjutnya, artikel “Legal
Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah'® oleh Fawzi,
juga menunjukkan bahwa hakim di Indonesia menggunakan penemuan hukum berbasis
kemaslahatan dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menetapkan wasiat wajibah
bagi ahli waris non-Muslim. Adapun artikel “Wasiat Wajibah dan Perkembangan
Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung”?’ menunjukkan bahwa MA
memperluas penerapan wasiat wajibah melalui analogi dan interpretasi kemaslahatan
kepada pihak yang terhalang waris, termasuk ahli waris non-Muslim, tanpa mengubah
status kewarisan mereka.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian kewarisan lintas Agama
di Indonesia dengan menempatkan penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda Agama
sebagai objek telaah normatif kritis. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung
menerima wasiat wajibah sebagai solusi hukum, penelitian ini menegaskan kritik
terhadap anggapan bahwa praktik pemberian bagian kepada non-Muslim melalui wasiat
wajibah di Indonesia dapat langsung disandarkan pada pandangan Ibn al-Qayyim al-
Jawziyyah dan Yusuf al-Qaradawi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perluasan
penerapan wasiat wajibah dalam perkara beda Agama berpotensi menggeser fungsi
wasiat menjadi substitusi hak waris secara substantive. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi rujukan pada praktisi peradilan, perumus kebijakan, dan kalangan akademik
dalam menyusun ketentuan kewarisan lintas Agama yang lebih jelas, proporsional, dan
selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural.

PEMBAHASAN
Tinjauan Umum tentang Warisan dan Wasiat dalam Islam
1. Konsep harta warisan dalam Islam S P

Harta warisan dalam bahasa Arab disebut al-mirds ( &, ) atau al-irs ( & ,Y)
), yang secara etimologis adalah sesuatu berupa harta atau hak yang ditinggalkan oléh
seseorang setelah wafatnya, lalu berpindah kepada pihak lain.?! Dalam terminologi fikih,
warisan didefinisikan sebagai perpindahan kepemilikan harta dan hak-hak keuangan dari
seorang Muslim yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak, melalui
mekanisme khildfah (penggantian kedudukan hukum), sehingga ahli waris dipandang
sebagai penerus posisi pewaris berdasarkan hubungan nasab, pernikahan yang sah, atau
wala’* Perpindahan kepemilikan ini terjadi secara otomatis karena sebab kematian,

18Asrul Hamid et al., “Dekonstruksi Spekulasi Hukum: Kajian Terhadap Wasiat Beda Agama dari Sudut
Pandang Hukum Islam,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 5, no. 1 (2024).

YRamdan Fawzi et al., “Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah,”
Jurnal Hukum Islam 22, no. 1 (2024).

20Abd Halim, “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung,” Al-
Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum 6, no. 2 (2018).

21Tbn Mangzir, Lisdn al- ‘Arab, Juz 15 (Beirut: Dar Sadir, 2003), h. 190.

22Ibn Mawdid al-Mawsili, al-Ikhtiyar li Ta ‘lil al-Mukhtar, Juz 5 (Beirut: Dar al-Khayr, 1419H), h. 580.
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bukan karena adanya akad atau kehendak para pihak.?* Hukum waris dalam Islam bersifat
ta ‘abbudiyyat, yakni ketentuan syariat yang ditetapkan tidak dapat diubah semata- mata
berdasarkan kesepakatan manusia dan pertimbangan sosial yang lepas dari batas syariat.
Ketentuan tersebut ditegaskan secara rinci dalam Al-Qur’an, khususnya Surah al-Nisa’
ayat 11 menjelaskan bagian anak dan orang tua, ayat 12 mengatur bagian suami-istri serta
saudara seibu dalam kasus pembagian harta kalalah (seseorang yang wafat tanpa
meninggalkan anak dan ayah), dan ayat 176 tentang pembagian warisan kalalah melalui
saudara kandung atau saudara seayah. >* Selain itu, tata cara pendistribusian harta warisan
juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r. a

R s Ror

wwmgwbu@\;ﬂu@s u%dmu& mejwuu,\u;

s S0 8- o z

(6)‘->=~5‘ ol5)) ,53 J’v LSUU
Artinya:
Dari Ibnu ‘Abbas r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: Berikanlah bagian-bagian
warisan yang telah ditetapkan kepada para pemilik bagian. Apabila masih tersisa
harta, maka sisanya diberikan kepada kerabat laki-laki yang paling utama. (H.R.
al-BukharT)

Hadis tersebut menegaskan dua tahapan utama dalam distribusi harta warisan.
Pertama, menyerahkan bagian yang telah ditentukan oleh nash kepada ashab al-furiid,
yaitu ahli waris yang memiliki bagian pasti. Kedua, apabila terdapat sisa harta setelah
bagian tersebut terpenuhi, maka sisa itu diserahkan kepada ‘asabah, yaitu kerabat laki-
laki terdekat berdasarkan urutan nasab.’® Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama
sepakat bahwa sistem kewarisan Islam harus mengikuti ketentuan Al-Qur’an dan
Sunnah.?’

Kewarisan hanya berlaku apabila terpenuhi empat syarat utama. Pertama,
kematian pewaris, baik secara haqigi (kematian nyata) maupun hukmi (kematian yang
ditetapkan oleh hakim).”® Kedua, ahli waris harus hidup pada saat pewaris wafat,
walaupun hanya dalam waktu yang sangat singkat, dan dalam kasus janin, ulama
mensyaratkan adanya tanda kehidupan seperti istihlal (suara atau tangisan saat lahir)
sebagai bukti sah hidupnya.?® Ketiga, hubungan antara ahli waris dan pewaris harus
diketahui secara jelas, baik karena hubungan nasab, perkawinan yang sah, maupun
hubungan al-wald’ (loyalitas karena pembebasan budak).>’ Keempat, diketahuinya sebab

2Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 8 (Cet. IV; Dar al-Fikr, 1985), h. 17.

24 A1-Qurtubd, al-Jami ‘ li Ahkam al-Qur’an, Juz 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 51.

2’Muhammad ibn Isma‘il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 8 (Kairo: al-
Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah, 1311H), h. 150.

26Muhammad ibn Salih al-‘Utsaimin, Syarh al-Mumtiald Zad al-Mustagni’, Juz 11 (Cet. I; t.p.:Dar ibn al-
jauzi, 1422H), h. 199.

?Tal-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, h. 19.

2Muhammad Amin ibn ‘Abidin, Hasyivah Radd al-Muhtar ‘ald al-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-
Absar,Juz 2 (Cet. II; Mesir: Syirkah al-Maktabah, 1386H), h. 576.

2’Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Alish al-Maliki, Minh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil, Juz 4 (Cet. I; Beirut:
Dar al-Fikr, 1386H), h. 712.

3Mansiir ibn Yinus ibn 1dris al-Buhiiti, Kasyaf al-Qina“ ‘an al-Igna ‘, Juz 4 (Cet. I, Riyadh: Wizarat al-*Adl
al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘tdiyyah, 1429H), h. 544.
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atau dasar pewarisan secara rinci, dan hal ini merupakan kewenangan khusus hakim.*!
Meskipun syarat-syarat tersebut terpenuhi, hak waris dapat gugur apabila terdapat
mawani ‘ al-irs atau penghalang waris.*>? Para ulama sepakat bahwa penghalang kewarisan
ada tiga. Pertama adalah perbudakan, di mana seorang budak tidak mewarisi maupun
diwarisi. Ibn Hajar al-Haytami menegaskan bahwa siapa pun yang masih memiliki status
perbudakan, meskipun sedikit, terhalang dari hak waris, dan ketentuan ini telah menjadi
kesepakatan para ulama.>

Penghalang kedua adalah pembunuhan, seorang pembunuh tidak berhak mewarisi
harta korbannya, dan ketentuan ini disepakati oleh empat mazhab.** Namun, ketentuan
ini tidak dapat dipahami secara mutlak untuk seluruh bentuk pembunuhan, sebab
pembunuhan yang menjadi penghalang waris adalah pembunuhan tanpa hak yang
menimbulkan tanggungan hukum, seperti qisas, diat, atau kafarat. Adapun pembunuhan
yang dilakukan berdasarkan hak syar‘i, seperti pelaksanaan qisas, had, pembelaan diri,
atau tindakan yang diizinkan syariat, tidak termasuk pembunuhan yang menghalangi
kewarisan.® Larangan tersebut didasarkan pada pertimbangan maslahah, agar tidak
timbul dorongan membunuh demi mempercepat perolehan harta. Kaidah fikih yang
berlaku dalam hal ini adalah man ista jala syay’an qabla awanihi ‘uqiba bi hirmanih,
yakni siapa pun yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya akan dihukum dengan
kehilangan haknya.’® Penghalang ketiga adalah perbedaan Agama. Penghalang ini
mencakup dua bentuk. Pertama, perbedaan Agama antara muslim dan non muslim,
sehingga keduanya tidak saling mewarisi. Ketentuan ini merujuk pada hadis Nabi saw.
yang dlrlwayatkan oleh Usamah bin Zaid, ¥’ serta dlperkuat dengan hadis berikut:

gjyd\gv.ld}wwéﬁam\dyjb Jumwm\w@%u,uuu;

’58 R el
(L;,bhsmb))ﬁj\ib)uﬁw_sjy) wﬁ‘&;_s >
Artinya :
Dari Usamah bin Zaid r.a., ia bertanya: ‘Wahai Rasulullah, di manakah engkau
akan menginap di rumahmu di Makkah?’ Beliau menjawab: ‘Apakah ‘Aqil masih
menyisakan rumah atau harta untuk kita?. (H.R. al-BukharT)

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalani, hadis ini berkaitan dengan rumah peninggalan
Abii Talib di Makkah. ‘Aqil dan Talib mewarisi Abii Talib karena keduanya masih berada
dalam agama ayahnya, sedangkan Ja‘far dan ‘Al r.a. tidak mewarisi karena telah masuk

31Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma ‘rifat Ma ‘ant Alfaz
al-Minhdj, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1398H/1978M), h. 5.

32 Al-Fauzan, al-Tahqiqat al-Mardiyyah fi al-Mabahis al-Fardiyyah, h. 41.

3 Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alf ibn Hajar al-Haytami, Tuhfah al-Muhtdj fi Syarh al-Minhdj, Juz 6 (Kairo:
al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra li-Sahibiha Mustata Muhammad, 1357H), h. 417.

34Yahya ibn Muhammad ibn Hubairah al-Syaibani, al-Ifsdh ‘an Ma ‘ani al-Sihah, Juz 3 (t.t.: Markaz Fajr i
al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauz’, t.th.), h. 85.

35 Abi Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, 4l-Mughni , Juz 6 (Cet.
[; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388), h. 365.

36Zayn al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad Ibn Nujaym, al-Asbah wa al-Naza 'ir ‘ald Madhhab Abi Hanifah
al-Nu ‘man (Cet. I; Beirut:Dar al-Kutub al-‘IImiyyah, 1419H), h. 132.

37Ahmad Salamah al-Qalyiibi dan Ahmad al-Birlist ‘Umayrah, Hasyiyata Qalyibi wa ‘Umayrah ‘ala Sharh
Jalal al-Din al-Mahallt ‘ala Minhdj al-Talibin, Juz 8 (Beirut Dar al-Fikr, 1415H), h. 556.

3 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhart , Juz 8, h. 147.
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Islam.>® Penjelasan senada dikemukakan oleh Badr al-Din al-‘Ayni bahwa riwayat
tersebut menguatkan prinsip terhalangnya kewarisan karena perbedaan agama,
sebagaimana ditegaskan pula dalam hadis Usamah bin Zaid tentang larangan saling
mewarisi antara Muslim dan non-Muslim. Dengan demikian, hubungan nasab tidak
cukup melahirkan hak waris apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli
waris.*

Bentuk kedua dari penghalang perbedaan Agama adalah murtad. Para ulama
berbeda pendapat, menurut jumhur ulama seluruh harta peninggalan orang murtad
dikembalikan kepada bait al-mal dan tidak diwarisi oleh siapa pun.*! Imam Syafi‘l
menjelaskan bahwa perlindungan darah dan harta dalam Islam terkait dengan keislaman
seseorang. Ketika seseorang murtad, darahnya tidak lagi terlindungi, sehingga hartanya
pun tidak lagi mendapat perlindungan sebagaimana ketika ia masih Muslim.* Pendapat
lain, yang dianut oleh Abii Yiisuf dan Muhammad dari mazhab Hanafi*® serta pernyataan
Ibnu Hazm dalam Muhalla,** menyatakan bahwa harta orang murtad dapat diwariskan
kepada ahli warisnya yang berAgama Islam.

Ibnu Qudamah menukilkan ijmak para ulama bahwa orang murtad terhalang dari
hak kewarisan, baik terhadap harta peninggalan seorang Muslim, kafir asli, maupun
sesama murtad. ** Ia tidak mewarisi dari sesama murtad karena harta peninggalan orang
murtad berstatus sebagai fay’ tidak mewarisi dari kafir asli karena status hukum keduanya
berbeda, dan tidak mewarisi dari Muslim karena tidak adanya hubungan wala’ serta
perlindungan syariat terhadap darahnya.*¢ Setelah syarat kewarisan terpenuhi dan tidak
terdapat penghalang, syariat menetapkan urutan distribusi harta peninggalan, yaitu
pelunasan utang pewaris, pelaksanaan wasiat yang sah dan tidak melebihi sepertiga harta,
kemudian pembagian sisanya kepada ahli waris sesuai ketentuan ayat-ayat warisan.*’

2. Konsep Wasiat dalam Islam

Wasiat dalam bahasa Arab disebut al-wasiyyah (4o $))), secara etimologis berarti
pesan, perintah, atau penyampaian kehendak. Kata ini merupakan bentuk masdar dari kata
kerja wassa yusi ( 2% s 9). Makna asal wasiyyah kembali kepada makna dasar al-
wasl (‘_}-sa }\) yang berarti menghubungkan. Oleh karena itu, dinamakan wasiat karena ia
menghubungkan tindakan dan kehendak seseorang semasa hidupnya dengan

3Ahmad ibn ‘Alf ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Juz 3 (Cet. I; Kairo: al-
Maktabah al-Salafiyyah, 1389H), h. 450.

40Badr al-Din Abii Muhammad Mahmiid ibn Ahmad ibn Miisa al-‘Aini, ‘Umdah al-Qari Syarh Sahih al-
Bukhart, Juz 9 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.), h. 226.

4'Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Arafah al-Dusiiqi, Hashiyat al-Dusiigi ‘ala al-Sharh al-Kabir li Ahmad al-
Dardir ‘ald Mukhtasar Khalil, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 432.

4“Muhammad ibn Idris al-Syafi‘i, al-Umm, Juz 7 (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1403H), h. 383.

43Zayn al-Din ibn Ibrahim ibn Muhammad Ibn Nujaym, al-Bahr al-Ra’iq Syarh Kanz al-Daqd’iq, Juz 5 (Cet.
II; Beirut:Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), h. 141-142.

4Abii Muhammad ‘Ali ibn Ahmad ibn Sa‘id ibn Hazm, al-Muhalld bi al-asar, Juz 8 (Dar al-Fikr, t.t.), h.
338.

45 Abli Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni , Juz 6 (Cet.
I; Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388H), h. 367.

46Syams al-Din Muhammad ibn Abi al-‘Abbas Ahmad ibn Hamzah Shihab al-Din al-Ramli, Nikayat al-
Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, 1404H), h. 28.

4Muhammad Zakariyya al-Bardisi, al-Miras (Kairo: Dar al-Ta’Iif, t.t.), h. 34.
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pelaksanaannya setelah ia meninggal dunia.*® Adapun secara terminologis, wasiat adalah
bentuk tabarru ‘ berupa pemberian yang dilakukan oleh seorang yang masih hidup kepada
pihak lain yang tidak termasuk dalam ahli warisnya dan pelaksanaannya berlaku setelah
kematian pewasiat.*” Wasiat merupakan perbuatan yang disyariatkan dalam Islam dan
berdasar dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijma‘ ulama. °° Hukum dasar wasiat adalah mubah
atau boleh, sebagaimana kesepakatan para ulama.’! 32 > Dasar Al-Qur’an mengenai

pensyariatan wasiat terdapat dalam Q.S. al- Baqarah/2' 180.
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Terjemahnya:
Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda)
kematian sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak),(maka)
berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut
(sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.>*

Ayat ini pada masa awal Islam mewajibkan seseorang yang memiliki harta untuk
menetapkan wasiat kepada orang tua dan kerabat dekat yang membutuhkan, terutama
dalam keadaan menjelang kematian.>®> Kewajiban tersebut kemudian (dihapus hukumnya)
oleh ayat-ayat warisan yang menetapkan bagian ahli waris secara rinci. Setelah itu, ayat
tersebut tidak lagi menjadi dasar kewajiban wasiat kepada ahli waris, tetapi tetap menjadi
landasan pensyariatan wasiat bagi pihak yang tidak memperoleh hak waris, seperti
kerabat yang terhalang menerima waris, fakir miskin, serta orang-orang yang
membutuhkan.*®

Keabsahan wasiat dalam hukum Islam bergantung pada empat rukun. Rukun
pertama ialah orang yang berwasiat (al-Miisi), yaitu pihak yang menetapkan wasiat dan
harus merupakan pihak yang sah bertindak atas hartanya (ah/ al-tasarruf), yakni berakal,
baligh, memiliki kepemilikan penuh, serta memberikan wasiat berdasarkan kehendak
sendiri tanpa adanya paksaan.’’Rukun kedua adalah penerima wasiat (al-Miisa lahu),
yaitu pihak yang identitasnya jelas dan tujuan penerimaan wasiat berada dalam batasan
yang dibenarkan oleh syariat. Wasiat hanya berlaku bagi selain ahli waris ,sebagaimana
disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abii Dawud:

“8Ibn Manzir, Lisan al- ‘Arab, Juz 15 (Beirut: Dar Sadir, 1994), h. 379-380.

“Tbn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Juz 8, h. 390.

S'Hamzah Abu Faris, Al-Mawaris wa al wasaya fi al syariah al islamiyyah fighan wa amalan (Cet. 11I:
ELGA, 2003).

SI'Ala’ al-Din Aba Bakr ibn Mas‘ad al-Kasani, Bada i al-Sana’i* fi Tartib al-Syarda’i‘, Juz 7 (Cet. I; Kairo:
Matba‘ah Syarikat al-Matbii‘at al-‘Ilmiyyah, 1328H), h. 330.

2Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Juz 6, h. 137.

3Abi ‘Umar Yiisuf ibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Barr al-Namari al-Qurtubi, al-Istizkar, Juz
7 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412H), h. 263.

S#Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Perkata (Bandung: Semesta Al-Qur’an,
2013), h. 27.

3 Al-Qurtubi, al-Jami‘ i Ahkam al-Qur’an, Juz 2, h. 246-247.

56Isma‘1l ibn ‘Umar ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1419H), h. 243.

S7Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 3 (Dar al-Fath 1i al-I‘lam al-‘Arabi, 1999), h. 425.
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Artinya:
Diriwayatkan oleh Abd al-Wahhab bin Najdah, dari Ibn 'Ayyash, dari Shurahbil
bin Muslim, yang berkata, "Aku mendengar Abii Umamah berkata, 'Aku
mendengar Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak

bagi setiap orang yang berhak menerimanya, maka tidak ada wasiat bagi ahli
waris. (H.R. Abt Daud)

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa hadis ini menjadi dasar ijmak tentang
ketidaksahan wasiat kepada ahli waris karena hak waris mereka telah ditetapkan oleh
syariat melalui ayat-ayat warisan.>® Jumhur ulama sepakat bahwa wasiat bagi ahli waris
tidak dapat diberlakukan, selama tidak ada persetujuan dari seluruh ahli waris setelah
pewasiat wafat.®® Ulama mazhab Syafii®® dan Hambali®* mensyaratkan persetujuan itu
diberikan setelah wafatnya pewasiat, sedangkan sebagian ulama mazhab Maliki®
membolehkan persetujuan sebelum wafat dengan syarat ditegaskan kembali setelahnya.
Selain itu, Ibnu Qudamah juga menyatakan bahwa jumhur ulama membolehkan
memberikan wasiat kepada non-Muslim.%* Rukun ketiga adalah objek wasiat (al-miisa
bih), yaitu berupa harta atau manfaat yang halal, jelas, berada dalam kepemilikan
pewasiat, dan tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalannya. Dasar hukum ini
merujuk pada hadis Sa‘d ibn Abi Waqqas r.a.:%
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38 Abti Dawiid Sulaiman ibn al-Ash‘ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn ‘Amr al-Azdi al-Sijistani, Sunan
Abt Dawiid, Juz 3 (Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.), h. 115.

Ibn Qudamah al-Maqdisi, 4/-Mughni. Juz 6, h. 141.

%OMuhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihdyah al-Mugqtasid, Juz 4
(Cet. I; al-Qahirah: Ibda’, 1441H), h. 152.

$"Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtdj ild Ma ‘rifat Ma ‘ant Alfaz al-Minhdj, Juz 4 (Cet. I; t.t:
Dar al-Kutub al-‘alamiyyah, 1415H), h. 69.

2¢A13’ al-Din Abii al-Hasan ‘Alf ibn Sulayman al-Mardawi, Al-Insaf Fi Ma ‘rifat al-Rajih Min al-Khilaf, Juz
7 (Cet. I; Kairo: Matba‘at al-Sunnah al-Muhammadiyyah, 1374H/1955M), h. 196.

93 Al-Dusiqt, Hashiyat al-Dusiigi ‘ald al-Sharh al-Kabir li Ahmad al-Dardir ‘ala Mukhtasar Khalil, Juz 4, h.
422.

%Tbn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, Juz 6, h. 121 .

85 Al-Kasant, Bada'i‘ al-Sana’i’ fi Tartib al-Syara’i‘, Juz 7, h. 352.

% Al-Bukhari, Sahih al-Bukhart, Juz 4, h. 3.
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Artinya:

Dari Sa'd bin Abt Waqqas r.a., berkata: Rasulullah saw. datang menjengukku pada
tahun Haji Wada' saat aku sedang sakit parah. Aku berkata, "Wahai Rasulullah,
sakitku telah mencapai keadaan yang berat, sementara aku memiliki harta dan
tidak ada yang mewarisiku selain seorang anak perempuan. Apakah aku boleh
menyedekahkan dua pertiga hartaku?”’ Rasulullah saw. menjawab, “Tidak.” Aku
kembali bertanya, “Bagaimana setengahnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Aku
bertanya lagi, “Bagaimana sepertiga?”’ Rasulullah saw. menjawab, “Sepertiga,
dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam
keadaan berkecukupan lebih baik daripada membiarkan mereka dalam keadaan
miskin dan meminta-minta kepada orang lain. (H.R. al-Bukhart)

Ibn Hajar al-‘Asqalant menegaskan bahwa batasan tersebut dimaksudkan untuk
menjaga hak ahli waris yang telah ditentukan syariat. la juga menukil pendapat Ibn
‘Abbas bahwa seperlima lebih utama daripada sepertiga, karena lebih dekat kepada
maslahat. Menurutnya, wasiat yang melebihi sepertiga hanya sah jika seluruh ahli waris
menyetujuinya setelah pewasiat meninggal dunia.®’” Rukun keempat yaitu akad wasiat (al-
Wasiyyah), yaitu pernyataan kehendak pewasiat secara jelas mengenai penyerahan harta,
baik melalui lafaz yang tegas maupun tulisan yang dapat dipahami. Adapun penerimaan
(gabiil) dari pihak penerima wasiat tidak selalu disyaratkan pada saat akad dinyatakan,
melainkan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.®®

3. Konsep dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama di
Indonesia

Wasiat wajibah merupakan mekanisme hukum yang ditetapkan melalui putusan
hakim untuk mewajibkan penyerahan sebagian harta peninggalan kepada pihak tertentu
dalam keadaan tertentu.®” Istilah ini tidak ditemukan dalam fikih klasik, tetapi
berkembang dalam fikih kontemporer setelah diberlakukannya Qdaniin al-Wasiyyah al-
Wajibah di Mesir tahun 1946, yang menetapkan bagian wajib bagi cucu dari anak pewaris
yang telah lebih dahulu wafat. 7 Konsep ini kemudian diikuti oleh sejumlah negara,
termasuk Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991.7! Dalam KHI,
ruang lingkup wasiat wajibah dibatasi pada bagi anak angkat atau orang tua angkat
sebagaimana disebutkan dalam pasal 209.”> Kedudukannya berada di antara warisan dan
wasiat karena pelaksanaannya ditetapkan melalui putusan hakim, bukan berdasarkan
kehendak pewasiat sebagaimana wasiat syar‘i. > Berbeda dengan wasiat biasa yang
bersifat sukarela, wasiat wajibah tetap dapat diberlakukan meskipun pewaris tidak pernah

7Al-‘Asqalani, Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Juz 5, h. 368.

Tbn rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz 4, h. 154.

% Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Indonesia (Cet. 11T, Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 371.

70K hotifatul Defi Nofitasari, “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat, Non Muslim dan Anak Tiri (Formulasi
Hukum Wasiat Wajibah Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Perkembangannya),” Al-
Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies 3, no. 2 (2021): h. 32.

71Zainul Aziz Nasution et al., “Tranformasi Hukum Wasiat Wajibah ke dalam Sistem Hukum Nasional,”
TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah 2, no. 3 (2025): h. 10.

2Abd Halim, “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung,” Al-
Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum 6, no.2 (2018): h. 158.

3Faizal Abubakar R. Sanaky dan Muhammad Nurul Fahmi, “Wasiat Wajibah Pada Kasus Kewarisan Beda
Agama (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe No. 2/Pdt. G/2011/Pa-Kbj dalam Perspektif Maqasid al-
Syari’ah),” Rayah Al-Islam 8, no. 3 (2024), https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1087.
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membuat wasiat,”* karena hukum menganggap wasiat itu ada ketika kewajiban berwasiat
telah ditetapkan.’” Oleh karena itu, wasiat wajibah bersifat mengikat dan terbatas pada
pemberian harta, bukan pesan moral sebagaimana wasiat umum. ’°

Konsep wasiat wajibah pada tahap awal tidak diterapkan kepada non-Muslim
karena perbedaan Agama menjadi sebab tidak berlakunya hubungan kewarisan
berdasarkan Pasal 171 huruf b dan ¢ KHI 77 MUI melalui Fatwa Nomor 5/MUNAS
VII/MUI/9/2005 menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak mengakui hak saling
mewarisi antara pihak yang berbeda Agama, baik Muslim maupun non-Muslim.
Pemberian harta kepada pihak yang berbeda Agama hanya dapat dilakukan melalui
instrumen lain, seperti; hibah, wasiat, atau hadiah”. Meski demikian, praktik kewarisan
di Indonesia menunjukkan kompleksitas tersendiri, terutama dalam keluarga yang
anggotanya berbeda Agama akibat perkawinan campuran atau perpindahan Agama.’®
Fenomena ini semakin menguat seiring meningkatnya perkawinan beda Agama di
Indonesia.” Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) mencatat bahwa sejak 2005
hingga Juli 2023 terdapat 1.655 pasangan beda Agama yang menikah.®” Penelitian CRCS
UGM juga menunjukkan bahwa perkawinan menjadi salah satu faktor dominan
perpindahan Agama di Indonesia, khususnya pada usia produktif.?!

Meskipun umat Islam secara demografis merupakan mayoritas, kondisi tersebut
tidak menghapus fakta adanya pluralitas Agama yang secara fungsional berimplikasi pada
problematika hukum keluarga, khususnya dalam perkara perkawinan dan kewarisan lintas
Agama.®? Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memberikan jaminan
perlindungan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan Agama, sehingga hukum
positif dituntut mampu meenghadirkan penyelesaian terhadap berbagai persoalan hukum
yang muncul dalam kehidupan masyarakat multireligius.?

Perubahan signifikan dalam penyelesaian kewarisan lintas Agama terlihat melalui
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995. Perkara ini bermula dari
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 337/Pdt.G/1993/PA.JP yang
mengecualikan tergugat non-Muslim dari daftar ahli waris. Putusan tersebut kemudian

74Samsul Hadi, “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum
Keluarga Islam 9, no. 2 (2016): h. 173.

5Abdul Aziz dkk., “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia Perspektif Najmuddin At-
Thufi,” Tasyri’: Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2023): h. 89.

76K artika Herenawati et al., “Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat
Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg
Tanggal 7 Maret 2013),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): h. 35.

77Budi Hariyanto, “Juridical Review of the Distribution of Inheritance of Different Religions According to
the Civil Code (Civil Code) and the Compilation of Islamic Law (KHI),” IUS Journal 8, no. 2 (2020): h. 32.

78Darmansyah, “Distribution of inheritance according to customary law in interfaith families,” Nalar,
advance online publication, (2023) https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.44.

Elle Tasya Putri dan Benny Djaja, “Inheritance Rights In Interfaith Marriages According To Inheritance
Law.,” Journal Edunity 2, no. 9 (2023).

80Azam Munawar, “Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun,” Melansir, accessed
January 22, 2026, https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-
ke-tahun?page=2.

81Zainal Abidin Bagir et al,. “Religious Conversion in Indonesia: Causes, Patterns, and Social Implications,”
CRSC UGM, (2019), h. 16.

82 Anugrah Reskiani et al., “Reform Methods of Islamic Inheritance Law in Indonesia in Jurisprudence,”
JURIS (Jurnal llmiah Syariah) 21, no. 1 (2022): h. 45, https://www.academia.edu/download/94092910/2479.pdf.

$Nasution A, “Legal pluralism in inheritance law in Indonesia,” Al-Qadha 5, no. 1 (2019),
https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957.
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dibatalkan  Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan Nomor
14/Pdt.G/1994/PTA.JK dengan menetapkan ahli waris non-Muslim berhak memperoleh
bagian melalui wasiat wajibah. Mahkamah Agung memperkuat putusan tersebut melalui
Putusan Nomor 368 K/AG/1995 yang menegaskan pemberian bagian kepada anak non-
Muslim, dengan kedudukan setara anak lainnya, bukan sebagai ahli waris, melainkan
melalui mekanisme wasiat wajibah. 84 8

Penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim melalui penerapan wasiat wajibah
dalam sengketa kewarisan beda Agama semakin sering dijumpai dalam praktik peradilan
Agama.’® Fenomena ini tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Agung yang
menggunakan wasiat wajibah sebagai dasar pemberian harta kepada anggota keluarga
non-Muslim. Dalam penyelesaian perkara demikian, hakim memiliki ruang ijtihad
sepanjang tetap berada dalam batas kewenangan peradilan Agama sebagaimana Pasal 49
UU No. 3 Tahun 2006, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang
menangani perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam dalam bidang perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.®” Walaupun
kewenangan Peradilan Agama secara prinsip ditujukan bagi perkara orang-orang Islam,
praktik persidangan waris tidak jarang melibatkan pihak non muslim sebagai bagian dari
konfigurasi keluarga pewaris, sehingga isu beda Agama muncul sebagai problem nyata
yang menuntut respons yuridis yang tidak semata tekstual.

Keluasan ijtihad hakim pada dasarnya harus tetap berorientasi pada asas
keseimbangan dan keadilan, sehingga putusan mengenai wasiat wajibah dapat
menghadirkan kemaslahatan sosial.** Dalam perkembangannya, persoalan yang muncul
tidak hanya berkaitan dengan penerapan wasiat wajibah, tetapi juga dengan variasi
besaran bagian yang diberikan. Pelaksanaan wasiat, termasuk wasiat wajibah, pada
dasarnya harus dilakukan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan kepada
ahli waris,”® dengan batas umum tidak melebihi sepertiga dari total harta, dan
pelaksanaannya mensyaratkan kehadiran dua orang saksi yang memenuhi ketentuan
hukum Islam (dua laki-laki yang memenuhi syarat kesaksian).”!

Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pemberian wasiat
wajibah tidak hanya berlaku bagi anak angkat menurut Pasal 209 KHI, tetapi juga bagi
pihak non-Muslim yang terhalang mewarisi.”> Sejumlah putusan kasasi yang sering

84Ramdan Fawzi et al., “Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of Wasiat Wajibah,”
Jurnal Hukum Islam 22,no. 1 (2024): h. 166.

85Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” ADHKI: Journal of Islamic Family Law 2, no. 1 (2020):
h. 86. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34.

8Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, “Ijtihad Atas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di
Indonesia,” Cepalo 4, no. 2 (2020): h. 58.

87Yefrizawati dkk., Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Cet. I; Sleman: Stiletto Book, 2024), h.
81.

88Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama,” Jurnal Yudisial 8, no. 3
(2015).

8Syafi’i Syafi’i, “Wasiat Wajibah dalam Kewarisan Islam di Indonesia,” Misykat 2, no. 2 (2017): h. 67.

%Ahmad Baihaki, “Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama
Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” Krtha Bhayangkara 15, no. 1 (2021): h. 133.

'Deden Hidayat dan Ali Nurdin, “Wasiat Wajibah Sebagai Alternatif Pemberian Harta Peninggalan Kepada
Ahli Waris Beda Agama,” Krtha Bhayangkara 17, no. 1 (2023): h. 198.

92Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Yurisprudensi: Wasiat Wajibah,” Direktori Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia, accessed April 25, 2026,
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/1 1eadf086b586f509ef9323230333034.html.
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dirujuk sebagai rangkaian yurisprudensi wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim
sebagai berikut :

Tabel 1. Ragam Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara
Wasiat Wajibah Beda Agama

NO | TINGKAT | NOMOR PUTUSAN ISIPUTUSAN

Anak yang berpindah Agama kedudukannya
setara dengan anak lainnya, namun tidak sebagai
ahli waris melainkan melalui pemberian wasiat
wajibah.

368 K/Ag/1995; 368
1 | MA (Kasasi) | K/Ag/1999 dan 51
K/Ag/1999

Ayah non-Muslim berhak mendapatkan bagian
2 | MA (Kasasi) | 59 K/Ag/2001 atas harta peninggalan anaknya yang beragama
Islam (melalui konstruksi wasiat wajibah).

3 | MA (Kasasi) 16 K/Ag/2010 dan Istri non-Muslim memperoleh bagian melalui

721 K/Ag/2015 wasiat wajibah sebesar Y4
Hakim memberikan wasiat wajibah kepada 3
4 | MA (Kasasi) | 218 K/Ag/2016 ahli waris non-Muslim yaitu istri dan dua

anaknya sebanyak 1/3

5 | MA (Kasasi) | 331 K/Ag/2018 Suami non-Muslim (murtad) mendapat Y4

Sumber: Data diolah 2026
Pertimbangan hakim dalam mengembangkan wasiat wajibah pada umumnya
dapat bertumpu pada beberapa pola penalaran:

a. Argumentasi Historis, yaitu larangan waris beda Agama dipahami lahir dalam konteks
konflik Muslim dan kafir harbi, sehingga non-Muslim yang hidup damai dipandang
masih mungkin menerima bagian melalui wasiat wajibah.”?

b. Orientasi Magasid al-syari‘ah, yaitu wasiat wajibah diposisikan sebagai sarana
menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial. **

c. Penalaran Analogi, yaitu menyamakan pihak beda Agama dengan anak/orang tua
angkat dalam KHI karena sama-sama terhalang mewaris tetapi memiliki hubungan
relasional.”

d. Interpretasi Sosiologi, yaitu hakim melakukan rechtsvinding (penemuan hukum)
karena wajib memutus perkara meskipun tidak ada aturan eksplisit.”®

Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/Ag/1995, penerapan wasiat
wajibah bagi ahli waris non muslim tidak lagi dipahami sebagai solusi yang bersifat

% Ahmad Baihaki, “Penerapan Wasiat Wajibah dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama
Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” Krtha Bhayangkara 15, no. 1 (2021): h. 127-128.

%Muhammad Sabir dan Iin Mutmainnah, “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995),” DIKTUM 17, no. 2 (2019): h. 204.

%Dwi Andayani dan Tetty Hariyati, “Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di
Indonesia,” Cepalo 4, no. 2 (2020): h. 166.

% Ashlih Dafizki et al., “Rechtvinding Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Perspektif Post-Positivisme,”
Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 8, no. 1 (2024): h. 7.
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insidental.”” Mahkamah Agung menyatakan telah menerapkannya secara berkelanjutan

sejak sekitar 1998 hingga 2018, sehingga menguat sebagai yurisprudensi. Rangkaian
putusan tersebut menunjukkan bahwa wasiat wajibah beda Agama lahir dari penalaran
hukum untuk mengembangkan konsep wasiat dalam hukum Islam sekaligus mengisi
kekosongan aturan bagi pihak yang terhalang mewaris, meskipun penerapannya tetap
menimbulkan perdebatan karena efeknya bagai pedang bermata dua.’® Berkenaan dengan
litigasi wasiat wajibah, pemberian hak bagi ahli waris berbeda Agama tidak selalu
dipandang sebagai pilihan utama. Karena itu, alternatif yang dinilai lebih tepat dan
preventif adalah hibah semasa hidup (mekanisme inter vivos) karena secara teknis
dilakukan ketika pewaris masih hidup sehingga pengalihan harta tidak sepenuhnya
bergantung pada sengketa kewarisan setelah pewaris wafat.”

Telaah Kritis Terhadap Penerapan Wasiat Wajibah Beda Agama di Indonesia

a. Wasiat Wajibah sebagai Substitusi Hak Waris dalam Yurisprudensi MA

Mahkamah Agung dan pengadilan Agama di Indonesia telah menghasilkan
beberapa putusan yang menetapkan pemberian wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim
dalam perkara kewarisan. Secara formal, pihak non-Muslim tetap tidak ditempatkan
sebagai ahli waris dari pewaris Muslim, namun secara substansial tetap memperoleh dari
harta peninggalan melalui mekanisme wasiat wajibah.!”’ Pola ini tidak hanya tampak
pada tingkat Mahkamah Agung, tetapi juga berkembang pada tingkat peradilan lain
sebagai model penyelesaian perkara waris beda Agama.'”! Wasiat wajibah bagi ahli waris
beda Agama dapat dipandang sebagai bentuk pembaruan dalam praktik hukum kewarisan
di Indonesia. Melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, pihak yang terhalang mewarisi
karena perbedaan Agama, tetap diberi akses terhadap harta peninggalan melalui wasiat
wajibah, bahkan dalam beberapa perkara jumlahnya mendekati atau setara dengan bagian
dalam sistem kewarisan.!%?

Pertimbangan majelis hakim menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam
konstruksi hukum yang digunakan untuk membedakan posisi ahli waris Muslim dan non-
Muslim. Meskipun ahli waris Muslim tidak mewarisi harta dari pewaris non-Muslim, dan
non-Muslim juga tidak diakui sebagai ahli waris, mereka tetap memperoleh bagian dari
harta peninggalan melalui mekanis wasiat wajibah. Wahyudi mengungkapkan bahwa
situasi ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam argumen hakim, di mana perbedaan
Agama tetap dijadikan sebagai hambatan formal dalam kewarisan, tetapi dampak

7Ajeng Nabila Zulfa dan Muhammad Yogi Galih Permana, “Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018 Tentang
Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Perspektif Hukum Islam,” Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu
Keislaman 23, no. 1 (2023): h. 89.

%Muhammad Ulil Abshor, “Kadar Pemberian Wasiat Wajibah Waris Beda Agama: Studi Komparatif Putusan
Mahkamah Agung No: 16 K/AG/2010 dan Putusan Mahkamah Agung No: 331 K/AG/2018” Skripsi (Malang: Fak.
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 9.

PKartika Herenawati et al., “Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat
Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg
Tanggal 7 Maret 2013),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020).

100 Febrihadi Suparidho dan Ade Sultan Muhammad, “Wasiat Wajibah Sebagai Jembatan Keadilan Bagi Ahli
Waris Non-Muslim di Indonesia,” Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 12 (2025): h. 8680.

0ICinantya Tanaya, Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk), 3, no. 2 (2023).

1027 akiyah Salsabila, “Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat,”
Jurnal UIN Syarif Hidayatullah (2018): h. 10.
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hukumnya menjadi lebih longgar dengan pemberian bagian harta melalui mekanisme
lain.!%3

Masalah ini semakin jelas ketika mempertimbangkan besaran bagian yang
diberikan. Secara umum, hukum wasiat membatasi jumlahnya hingga sepertiga harta,
kecuali ada persetujuan dari ahli waris. Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak
selalu mematuhi batasan ini dengan ketat. Pemberian bagian melalui wasiat wajibah
kepada pihak non-Muslim dalam situasi tertentu, terutama ketika jumlah ahli waris
terbatas, dapat melebihi sepertiga atau bahkan mendekati bagian ahli waris dalam
pembagian warisan. Rinaldi menekankan bahwa meskipun wasiat wajibah secara formal
dikonstruksikan sebagai mekanisme yang bersifat terbatas, pada akhirnya ia memiliki
parameter yang tidak tetap, yang berisiko berubah menjadi pemberian waris substantif,
baik karena porsinya yang setara dengan bagian ahli waris atau karena melampaui batas
maksimal sepertiga. 104

Al-Qur’an menempatkan hukum waris sebagai bagian dari batas-batas ketentuan
Allah yang Wajlb dl_]aga Allah swt. menegaskan dalam Q.S. al-Nisa’/4:14.

.o s E/e z - Z - 80 o0 8 088 G oo o 8 . I °oF o -
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Terjemahnya:
Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas
ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia)
kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.!%

Al-Qurtubl menafsirkan bahwa ayat ini berhubungan dengan pembagian harta
warisan, yaitu ketika seseorang tidak membagikannya dan tidak melaksanakannya sesuai
ketentuan Allah. Penafsiran beliau terhadap frasa wa yata ‘adda hudiidah menunjukkan
bahwa pelanggaran tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari perintah Allah dalam
masalah kewarisan.!?® Ibn Kasir menegaskan makna yang sama, bahwa ancaman dalam
ayat itu ditujukan kepada orang yang mengubah ketetapan Allah dan menentang hukum-
Nya, dan sikap demikian muncul dari ketidakrelaan terhadap pembagian yang telah
ditetapkan Allah.!"” Penjelasan kedua mufasir ini menunjukkan bahwa ketentuan warisan
bukan sekadar aturan administratif yang dapat diubah secara fleksibel, melainkan
termasuk bagian dari aturan Allah yang wajib dijaga secara ketat.

Berdasarkan uraian di atas, titik problematis wasiat wajibah beda agama terletak
pada pergeseran konstruksi hukumnya. Secara formal, penerima non-Muslim tidak
disebut sebagai ahli waris, tetapi secara substantif ia memperoleh bagian dari harta
peninggalan melalui mekanisme yang mendekati fungsi kewarisan. Hal ini menimbulkan
ketegangan metodologis antara asas kemaslahatan yang digunakan hakim dan ketentuan
normatif mengenai penghalang waris karena perbedaan agama. Karena itu, penerapan
wasiat wajibah beda agama tidak cukup dibenarkan hanya dengan alasan keadilan sosial,

103Muhamad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan dalam Kewarisan Beda Agama,” Jurnal Yudisial 8, no. 3
(2015): h. 277.

104Myuhammad Rinaldi Arif, “Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama,” De Lega Lata:
Jurnal llmu Hukum 2, no. 2 (2017): h. 369.

105K ementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 79.

19%Abi ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad al-AnsarT Al-Qurtubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, Juz 3 (Cet.
II; Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1348H/1964M), h. 382.

197Imad al-Din Abi al-Fida’ Isma‘Tl ibn Kathir al-Dimashqt, Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, Juz 5 (Cet. 1; Mesir:
Mu’assasah Qurtubah dan Maktabah Awlad al-Syaikh li al-Turath, 1421H/2000M), h. 82.
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tetapi harus diuji melalui batas konseptual antara warisan, wasiat, hibah, dan
kemaslahatan agar tidak mengaburkan struktur dasar hukum kewarisan Islam.

b. Penggunaan Dalil “Keadilan dan Kemaslahatan” dalam Penerapan Wasiat
Wajibah Beda Agama

Beberapa peneliti dalam tulisan mereka tampaknya mendukung putusan
Mahkamah Agung terkait legalitas wasiat wajibah dengan berbagai pembelaan. Salah
satunya, Fitriyaningsih berpendapat bahwa putusan tersebut memanfaatkan teori magasid
al-syari‘ah sebagai dasar untuk membenarkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli
waris non-Muslim, dengan menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum
Islam. ' Sementara itu, Al Fitri juga membenarkan putusan tersebut dengan argumen
bahwa penerapan wasiat wajibah bagi ahli waris beda Agama di Indonesia didasarkan
pada dua pertimbangan utama, yaitu kemaslahatan dan keadilan hukum. ' Munir juga
menyimpulkan bahwa penerapan wasiat wajibah dapat menjadi alternatif penyelesaian
yang efektif karna tidak hanya berorientasi pada keadilan substantif, tetapi juga berperan
dalam menjaga keharmonisan social dalam masyarakat mejemuk. '’

Namun, pandangan ini tidak bisa diterima secara syariat, karena kemaslahatan
harus selalu dinilai berdasarkan syariat. Al-Syatibt menjelaskan bahwa penetapan syariat
Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia
maupun akhirat, dan kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan-tujuan hukum
Islam (magqdasid al-syari‘ah). Menurutnya, kemaslahatan yang sah dalam syariat bukanlah
yang berdasarkan penilaian manusia, tetapi yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk
kebaikan umat tanpa melanggar syariat. Dengan menggunakan istigra’ (penyimpulan
induktif), ia menjelaskan bahwa maslahat dalam syariat bukan hanya manfaat sosial,
tetapi harus sesuai dengan aturan syariat.!'! Al-Ghazali juga menyatakan bahwa maslahat
dalam syariat diarahkan untuk menjaga lima unsur pokok, yaitu Agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Apa pun yang melindungi lima hal ini adalah maslahat, sementara
yang merusaknya adalah mafsadah.!'> Ibn Taymiyyah juga mengingatkan bahwa
meskipun sesuatu tampak bermanfaat menurut manusia, hal itu bisa menjadi kerusakan
jika tidak dilihat dalam kerangka syariat, yang menegaskan bahwa maslahat harus
dievaluasi dalam konteks syariat, bukan hanya berdasarkan penilaian manusia.'!?

Kemaslahatan tersebut tidak bisa dijadikan dalil apabila bertentangan dengan
syariat, dan salah satu pertentangan yang muncul adalah dengan apa yang ditegaskan
dalam hadis Nabi saw. mengenai kewarisan.

108Fitriyaningsih Marfuah et al., “Penggunaan Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Beda Agama Perspektif
Hukum Islam,” NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam 14, no. 1 (2023): h. 28.

109A] Fitri, “Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian
Harta Warisan,” Jurnal Hukum Legalita 6, no. 1 (2024): h. 37.

119Misbahul Munir et al., “Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia,” Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian 4, no. 1 (2025): h. 1077.

1 Abi Ishaq Ibrahim ibn Miisa ibn Muhammad al-Lakhm al-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz 2 (Kairo: Dar ibn
‘Affan, 1417H/1997M), h. 9-11.

12Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali al-Tisi, al-Mustasfa (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1413H/1993M), h. 175.

113Ahmad ibn Taymiyyah, Majmii ‘ al-Fatawa, Juz 11 (Madinah: Majma“ al-Malik Fahd 1i Taba‘ah al-Mushaf
al-Sharif, 1425H/2004M), h. 344.
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Artinya:
Dari Usamah bin Zaid mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda: Seorang Muslim
tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang
Muslim. (H.R. Muslim)

Hadis tersebut secara tegas menunjukkan bahwa orang kafir tidak memiliki hak
untuk mewarisi harta seorang Muslim.!!> Ketentuan ini telah disepakati para ulama. Ibn
‘Abd al-Barr menyatakan bahwa larangan orang kafir mewarisi Muslim merupakan ijmak
umat Islam yang telah diterima secara turun-temurun, sehinggan kedudukannya menjadi
hujah yang kuat dan menghilangkan keraguan. Ia juga menukil pendapat sejumlah
sahabat, seperti ‘Umar ibn al-Khattab, ‘Alr ibn Abi Talib, Zaid, Ibn Mas‘iid, dan Ibn
‘Abbas, serta mayoritas tabi‘in di Hijaz dan Irak, bahwa perbedaan Agama menghalangi
kewarisan secara timbal balik.!!® Al-Bagaw1 menerangkan bahwa pendapat yang menjadi
pegangan jumhur, baik dari kalangan sahabat maupun generasi setelahnya, menetapkan
bahwa tidak ada hubungan saling mewarisi antara Muslim dan orang kafir, karena
terputusnya hubungan kewalian di antara keduanya. Meskipun demikian, terdapat riwayat
dari Mu‘az dan Mu‘awiyah yang membolehkan Muslim mewarisi harta orang kafir,
sedangkan orang kafir tidak mewarisi harta Muslim.!!7 Al-Damiri juga menegaskan
adanya ijmak ulama tentang ketidakbolehan orang kafir mewarisi harta seorang
Muslim,'"® dan ketentuan ini disepakati oleh empat mazhab fikih, yaitu Hanafiyah''’,
Malikiyah'?°, Syafi‘iyah'*! dan Hanabilah'??.

Selain itu, Umar bin Khattab sangat berhati-hati dalam mengeluarkan putusan
hukum, terutama dalam konteks "jadd wa ikhwah" (kakek dan saudara) yang masih
sesama Muslim, Umar bin Khattab mengingatkan bahwa perhatian dan ketelitian sangat
dibutuhkan dalam menetapkan hak-hak waris, agar tidak terjadi ketidakadilan.'?

Abdul Jaafar juga menambahkan bahwa hakim menggunakan ijtihad sebagai
metode penemuan hukum dengan merujuk pada kaidah fikih “Dar 'u al-Mafasid awlda min

4Muslim ibn al-Hajjaj, Sahith Muslim (Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1415H/1994M), h. 123.

15A1-QalyiibT dan ‘Umayrah, Hasyiyata Qalyiabi Wa ‘Umayrah ‘ala Sharh Jalal al-Din al-Mahallf ‘ala
Minhaj al-Talibin, Juz 3, h. 149.

116 Abii ‘Umar Yasufibn ‘Abd Allah ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Barr, AI-Tamhid Lima Fi al-Muwatta’ Min
al-Ma ‘ant Wa al-Asanid , Juz 9 (Maroko: Wizarah ‘Umiim al-Awqaf wa al-Syu’fin al-Islamiyyah, 1387H), h. 162.

7Abli Muhammad al-Husain ibn Mas‘@id ibn Muhammad ibn al-Farra’ al-Bagaw1, Syarh Al-Sunnah, Juz 8
(Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403H), h. 364.

18Muhammad ibn Miisa ibn ‘Tsa ibn ‘Alf al-Damir, 4/l-Najm al-Wahhdj Fi Syarh al-Minhaj, Juz 6 (Cet. 1;
Jeddah: Dar al-Minhaj, 1425H), h. 168.

1Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl Shams al-A’immah al-Sarakhsi, AI-Mabsiit, Juz 30 (Mesir: Matba‘ah
al-Sa‘adah, t.t.), h. 30.

120 ATish al-Maliki, Minh Al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil, Juz 9, h. 595.

121 Al-Ramli, Nihayat AI-Muhtaj 1la Syarh al-Minhaj, Juz 6, h. 28.

122 A1-Buhiiti, Kasyaf Al-Qina * ‘an Matn al-Igna*, Juz 4, h. 447.

122Syams al-Din al-Zahabl Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Uthman, Siyar 4 ‘Lam al-Nubala’, Juz 2 (Mesir: Dar
al-Hadis, 1427H), h. 427.
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jalb al-Masalih” yaitu mencengah kemudaratan lebih diutamakan daripada mencapai
kemaslahatan, serta kaidah “Al-Masyaqqah tajlib al-Taysir” yang artinya kesulitan
membawa kemudahan. 1>* Klaim ini tertolak dengan penjelasan al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam,
yang menjelaskan bahwa kaidah ini hanya berlaku dalam konteks maslahat yang sesuai
dengan syariat, bukan pada kemaslahatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar
hukum Islam. Para ulama lebih mengutamakan maslahat akhirat dibandingkan maslahat
dunia, karena syariat Islam mendahulukan keadilan di akhirat yang lebih abadi dan utama.
Karena itu, kerusakan dunia yang lebih ringan dapat ditoleransi apabila bertujuan
mencengah kerusakan akhirat yang lebih besar. Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salam menjelaskan
bahwa maslahat dan mafsadah dalam syariat harus dianalisis berdasarkan dalil yang
sahih, seperti Al-Qur’an, Sunnah, [jma‘, dan Qiyas. Meskipun pemberian wasiat wajibah
kepada ahli waris non-Muslim bisa dilihat sebagai kemaslahatan sosial, hal tersebut tidak
dianggap sah jika bertentangan dengan ketentuan syariat yang jelas mengenai kewarisan
lintas Agama .

Hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta‘ala harus dipatuhi dan tidak dapat
digeser hanya karena kerusakan yang sangat jarang terjadi akibat dugaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan. Ijtihad hakim hanya bisa dilakukan dalam konteks
menginterpretasikan syariat yang ada, dan bukan mengubah prinsip dasar syariat atau
mengabaikan nash yang jelas.'?® Dalam hal wasiat wajibah, meskipun hakim memiliki
ruang untuk berijtihad, penafsiran yang tidak sesuai dengan syariat, tidak bisa dibenarkan,
meskipun dilakukan atas dasar kemaslahaan dan keadilan sosial. Pendapat ini sejalan
dengan Sofyan Adhi Styawan yang menilai bahwa ketentuan yang telah diatur dalam KHI
dan hadis tidak dapat ditafsirkan secara bebas. Menurutnya, hubungan darah maupun
hubungan perkawinan tidak secara otomatis menjadikan seseorang berhak mewarisi
apabila ia non-Muslim dan pewarisnya Muslim. Atas dasar itu, ijtthad hakim yang
memberikan kedudukan serupa melalui penetapan wasiat wajibah tidak tepat. Hal ini
karena Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah tidak menempatkan anak angkat pada posisi
yang sama dengan anak kandung yang memiliki hubungan kekerabatan langsung dengan
pewaris .16

Klarifikasi Atribusi Pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yusuf al-Qaradawi
sebagai Legitimasi Wasiat Wajibah Beda Agama di Indonesia

Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya menyatakan bahwa wasiat wajibah
dapat diberikan kepada ahli waris non-Muslim. Pertimbangan tersebut didasarkan pada
pandangan bahwa kedudukan ahli waris non-Muslim telah dibahas beberapa ulama,
termasuk Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, non-Muslim yang hidup secara damai
bersama umat Islam tidak dapat digolongkan sebagai kafir harbi. Pertimbangan ini
kemudian diterapkan pada hubungan antara Pemohon kasasi dan pewaris yang tetap

124Abdul Jafar et al., “Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung Perspektif Hukum Progresif: Wasiat
Wajibah Terhadap Anak Sebagai Ahli Waris Beda Agama,” JURNAL USM LAW REVIEW 7, no. 3 (2024): h. 10.

125Abii Muhammad ’Izzu al-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam, Qawa ‘id al-Ahkam Fi Masalih al-
Anam,Juz 1 (Mesir: Dar Ummu al-Qura, 1414H), h. 4-10.

126Sofyan Adhi Styawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris yang Beda
Agama Melalui Wasiat Wajibah” Skripsi (Surakarta: Fak. Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), h.
7.
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hidup rukun meskipun berbeda Agama. Atas dasar itu, Pemohon Kasasi dinilai berhak
memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah.'?’
Sejumlah peneliti kemudian mengaitkan praktik tersebut dengan pemikiran Ibn al-
Qayyim al-Jawziyyah, terutama pandangannya tentang kebolehan Muslim mewarisi harta
kerabat non-Muslim tertentu. Khasanah menilai bahwa pemberian wasiat wajibah kepada
pihak beda Agama dalam sistem hukum waris di Indonesia memiliki keterkaitan dengan
pandangan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, yang membolehkan seorang Muslim mewarisi
dari kerabat non-Muslim.'?® Khoiri juga mencatat bahwa dasar hukum dari putusan
Mahkamah Agung dalam Perkara No. 16/K/Ag/2010, yang memutuskan bahwa istri non-
Muslim berhak menerima wasiat wajibah, merujuk pada pendapat Yisuf al-Qaradawi,
yang sejalan dengan pendapat Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. '%°
Ahmatnijar juga menyebut bahwa Mahkamah Agung mempertimbangkan pendapat
Yisuf al-Qaradawi bahwa istri non-Muslim yang hidup damai dengan suaminya tidak
termasuk kafir harbi, sehingga diberi bagian harta di luar harta bersama, meskipun
konstruksi tersebut berbeda dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam.'3°

Atribusi tersebut perlu diklarifikasi karena pendapat Yiisuf al-Qaradaw1 dan Ibn
al-Qayyim lebih menitikberatkan pada kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu,
bukan pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Dengan
demikian, terdapat pergeseran arah hukum ketika pendapat keduanya dijadikan dasar
langsung bagi praktik wasiat wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamabh.

Dalam isu relasi muslim dan non-Muslim, Ibn al-Qayyim menukil dari gurunya
bahwa seorang Muslim dapat mewarisi harta orang zimmi, sedangkan orang zZimmi tidak
dapat mewarisi harta seorang Muslim. Dasar pertimbangannya terletak pada unsur nusrah
atau perlindungan dan pembelaan, sementara penghalang kewarisan adalah muharabah
atau permusuhan dan peperangan. Prinsip ini dapat dipahami melalui firman Allah dalam
QS. al-Nisa’/4: 92.

%"/o.%*/:/}ao/./aﬂ 08 8. o 8 @¥ 8. o~ /‘/°.f._£_.
j\-vjjﬁ j\.&) ﬁ/,.?b&“ u:éjﬁ B9 ng )J& C)ﬁ u.f UL( OE.Q
Terjemahnya:
Apabila dia (terbunuh) berasal dari kaum (kafir) yang memiliki perjanjian (damai)
antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang

diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba sahaya
mukmin.'3!

Menurut Ibn al-Qayyim, ayat ini menunjukkan bahwa hak-hak harta seperti diat
berkaitan dengan status hubungan perlindungan dan permusuhan. Apabila seseorang
berasal dari kaum yang terikat perjanjian damai, keluarganya tetap berhak menerima diat,
sedangkan jika berasal dari kaum yang memusuhi kaum Muslimin, keluarganya tidak

127Republik Indonesia, “Yurisprudensi: Wasiat Wajibah.”

128K hasanah, “Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Kewarisan Beda Agama dan Relevansinya
dengan Perkembangan Hukum Waris Islam di Indonesia.”,h. 82.

129K hoiri, “The Will of a Non-Muslim Wife Reviewed According to Maqashid Syariah,” Akademika: Jurnal
Keagamaan dan Pendidikan 21, no. 2 (2025): h. 131.

130 Ahmatnijar, “Sisi Lain dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi
Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian dari Aspek Status Perkawinan dan Wasiat Wajibah,” Jurnal
El-Qanuny (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan) 5, no. 2 (2019): h. 220-221.

131K ementrian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an Terjemah Perkata, h. 93.
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berhak menerimanya.'?? Atas dasar itu, lafaz “kafir” dalam hadis larangan kewarisan
dipahami sebagai kafir yang memusuhi dan memerangi, bukan munafik, murtad, atau
kafir Zzimmi. Dengan demikian, dasar kewarisan menurut Ibn al-Qayyim bukan loyalitas
batin, melainkan perlindungan dan pembelaan lahiriah.!3* Karena kaum Muslimin
melindungi jiwa dan harta ahl al-Zimmah, mereka dipandang lebih berhak atas harta
peninggalan ahl al-Zimmah. Adapun ahl al-Zimmah tidak mewarisi dari kaum Muslimin
karena tidak memberikan perlindungan yang sama.'** Prinsip ini, menurut Ibn al-Qayyim,
selaras dengan dasar-dasar syariat dan mengandung kemaslahatan yang nyata.'*’

Pandangan tersebut sesuai dalam kerangka metodologis Ibn al-Qayyim yang
menempatkan syariat sebagai sistem hukum yang dibangun di atas keadilan, rahmat,
kemaslahatan, dan hikmah. '*® Namun, keadilan dan kemaslahatan dalam pandangan Ibn
al-Qayyim tidak berdiri sendiri, melainkan tetap terikat pada dalil dan mekanisme
penetapan hukum yang sah. 37 Ia menjelaskan bahwa hukum memiliki dua sisi, yaitu
ishat yang bergantung pada kebenaran dalil dan ilzam yang bergantung pada keadilan.
Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-An‘am/6: 115.

20 .0 %0 & - /}/aza/w Zo PR

M\M‘ﬁj WJMU ..... UA&)UMJUJJW}

Terjemahnya:

Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Qur’an) yang (mengandung) kebenaran
dan keadilan. Tidak ada (seorang pun) yang mampu mengubah kalimat-kalimat-
Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'®

Dengan demikian, putusan hukum menurut Ibn al-Qayyim harus dibangun di atas
dalil, sebab, dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar‘i, bukan
semata-mata atas pertimbangan kemaslahatan yang terlepas dari nash. '** Adapun dalam
persoalan kewarisan lintas Agama, al-Qaradawi lebih memilih pandangan yang
membolehkan seorang Muslim mewarisi dari non-Muslim, tetapi tidak sebaliknya. la
merujuk pada Riwayat dari ‘Umar, Mu‘adh, dan Mu‘awiyah bahwa muslim dapat
mewarisi dari orang kafir, namun orang kafir tidak mewarisi dari muslim, sebagaimana
Riwayat dari Yahya ibn Ya‘mar pernah dihadapkan pada sengketa waris antara dua
saudara, yang satu berAgama Yahudi dan yang lain Muslim, atas harta saudara mereka
yang kafir. Dalam perkara tersebut, Yahya mewariskan harta itu kepada saudara yang
Muslim. Ia berdalil bahwa seorang Muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dengan
mengutip riwayat Abg al-Aswad yang menceritakan bahwa Mu‘az menyampaikan sabda
Rasulullah saw.: “ ey Us & p oWV (Islam itu menambah dan tidak mengurangi).
Hadis ini dipahami bahwa Islam membawa tambahan kebaikan bagi pemeluknya, bukan

132bn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ahkam Ahludz-Dzimmah, h. 33.

133]bn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ahkam Ahludz-Dzimmah, h. 40.

134Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ahkam Ahludz-Dzimmah, h. 32.

135]bn al-Qayyim al-Jawziyyah, Ahkam Ahludz-Dzimmah, h. 43.

136Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, I ‘lam al-Muwagqqi ‘in ‘an Rabb al-‘Alamin , Juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Imiyyah, 1411H/1991M), h. 11.

137Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Zad al-Ma ‘ad fi Hadyi Khayr al- ‘Ibad, Juz 3 (Cet. II; Beirut: Dar Ibn Hazm,
1440H/2019M), h. 146.

138K ementrian Agama Republik Indonesia, A/-Qur’an Terjemah Perkata, h. 142.

139Tbn al-Qayyim al-Jawziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar iyyah, Juz 1 (Cet. IV; Beirut:
Dar Ibn Hazm, 1440H/2019M), h. 294.
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menjadi sebab berkurangnya hak atau hilangnya kemaslahatan yang dimiliki.'*’ Pendapat
ini juga dinukil dari Muhammad ibn al-Hanafiyyah, ‘Al1 ibn al-Husayn, Sa‘id ibn al-
Musayyab, Masriiq, ‘Abd Allah ibn Ma‘qil, al-Sha‘bi, Yahya ibn Ya‘mar, dan Ishaq.'*!

Atas dasar itu, al-Qaradawi menilai bahwa harta yang dapat menunjang ketaatan
seorang Muslim kepada Allah lebih layak berada di tangan Muslim daripada berada pada
pihak yang berpotensi menggunakannya untuk hal yang bertentangan dengan syariat.'#?
Al-Qaradawi menakwil hadis larangan kewarisan dengan memahami lafaz “kafir”
sebagai kafir harbi, yaitu pihak yang secara nyata memerangi kaum Muslimin. Dengan
demikian, larangan waris tidak mencakup non-Muslim yang hidup damai seperti akl al-
zimmah.'* 1a juga menegaskan bahwa hukum waris dalam konteks ini tidak bertumpu
pada loyalitas batin, tetapi pada hubungan perlindungan lahiriah, sebagaimana kaum
munafik tetap diperlakukan sebagai Muslim dalam hukum-hukum lahiriah dan tetap
saling mewarisi.'**Kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim juga dipandang
mengandung maslahat, karena dapat menghilangkan kekhawatiran sebagian non-Muslim
untuk masuk Islam akibat takut kehilangan hak waris dari kerabatnya.!#®

Sebagai jalan keluar, Al-Qaradawil membuka jalur penyelesaian praktis melalui
instrumen non-waris, terutama wasiat, selama penerimanya bukan kafir harbi dan
pelaksanaannya tetap berada dalam batasan syariat. Apabila pendapat jumhur tetap
dijadikan pegangan, maka harta yang diberikan oleh hukum positif tidak boleh dinikmati
secara bebas untuk kepentingan pribadi, tetapi harus dikelola secara proporsional dan
diarahkan kepada kemaslahatan umum berdasarkan pertimbangan maslahat dan
mafsadat. Pola ini dianalogikan dengan fatwa tentang pengelolaan harta yang tidak halal,
seperti bunga bank, yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan
dialihkan untuk kepentingan umum dan tidak diserahkan kepada pihak yang berpotensi
memanfaatkannya bagi agenda yang bertentangan dengan Islam.!'*® Dengan demikian,
solusi yang ditawarkan al-Qaradawi tetap bergerak dalam koridor pembatasan syariat dan
tidak dapat dipahami sebagai pembenaran mutlak terhadap pemberian bagian waris
kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara wasiat wajibah beda Agama dapat
dipahami sebagai bentuk penemuan hukum (rechtsvinding),'*’ dan ijtihad kontemporer
dalam pembaruan hukum kewarisan Islam di Indonesia.'*® Dwi Andayani menambahkan
bahwa seorang hakim memiliki ruang untuk memutus perkara yang belum diatur secara
eksplisit, terutama ketika perkara tersebut menuntut penyelesaian hukum.!'** Akan tetapi,
kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum tetap harus diuji berdasarkan

140Abii Dawiid Sulaiman ibn al-Asy‘ath al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Juz 4, h. 536.

141Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughnit, Juz 9, h. 154.

192 A1-Qaradawi, Fatawd Mu ‘asirah, Juz 3, h. 694.

1B Al-Qaradawi, Fatawd Mu ‘dsirah, h. 695.

144 A1-Qaradawi, Fatawda Mu ‘asirah, h. 696-697.

195Y isuf al-Qaradawi, Fi Fighi al-Aqallivat al-Muslimah (Cet. I; al-Qahirah: Dar al-Syuriiq, 1421H/2001M),
h. 129.

146 Al-Qaradawi, FT Fighi al-Aqalliyat al-Muslimah, h. 131.

147 Amiroel Oemara Syarief, “Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wasiat Wajibah
Bagi Pewaris yang Tidak Menetapkan Wasiat,” Tahkim 17, no. 2 (2021): h. 225.

148Rahmad Setyawan, “Wasiat Wajibah, Non Muslim dan Kemaslahatan Hukum: Studi Putusan MA Tahun
1995-2010,” Jurnal llmu Syari’ah dan Hukum Vol 53, no. 1 (2019): h. 55.

149 Andayani dan Hariyati, “Ijtihad Atas Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama di Indonesia.”,
h. 58.
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koherensinya dengan dalil, objek hukum, arah istidlal, dan kesimpulan hukum yang
digunakan sebagai rujukan. Sebagaimana pandangan ibn al-Qayyim bahwa Putusan
hakim yang sah hanya dapat terwujud apabila ia menguasai tiga unsur pokok, yaitu dalil,
sebab, dan alat bukti. Dalil menunjukkan hukum syar‘i yang bersifat umum, sebab
memastikan keberlakuannya pada kasus konkret, dan bukti menentukan cara
penetapannya ketika terjadi sengketa. Kekeliruan dalam salah satu dari ketiga unsur
tersebut akan berakibat pada kesalahan putusan.!>® Pada hakikatnya, hukum-hukum
syariat memiliki jalur-jalur penetapan yang sah, dan kemaslahatan umat hanya dapat
terwujud melalui penerapan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum tidak ditetapkan
semata-mata karena adanya penggugat dan tergugat, karena jika hal itu dijadikan syarat
mutlak, maka kemaslahatan umum akan terabaikan dan tatanan hukum akan terganggu.
Sebaliknya, hukum ditetapkan oleh pemimpin atau hakim yang berwenang berdasarkan
indikasi yang jelas, tanda-tanda yang kuat, dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan
secara syar‘i.'>!

Berdasarkan uraian tersebut, logika yurisprudensi Mahkamah Agung tidak
sepenuhnya kompatibel dengan manhaj istidlal Ibn al-Qayyim dan Yusuf al-Qaradawi.
Kedua tokoh tersebut memang membuka ruang pembahasan kewarisan lintas Agama,
tetapi arah istidlal mereka adalah kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu,
bukan pemberian bagian kepada non-Muslim dari harta pewaris Muslim. Oleh karena itu,
pandangan Ibn al-Qayyim dan Yusuf al-Qaradawi dapat dijadikan rujukan dalam
diskursus kewarisan lintas Agama, tetapi tidak tepat jika dijadikan dasar langsung untuk
membenarkan wasiat wajibah bagi pihak non-Muslim dari pewaris Muslim.

KESIMPULAN

Penerapan wasiat wajibah beda Agama dalam yurisprudensi Mahkamah Agung
menunjukkan adanya upaya hakim untuk merespons persoalan kewarisan dalam
masyarakat Indonesia yang plural. Akan tetapi, praktik ini menjadi problematis ketika
wasiat wajibah tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pemberian di luar sistem waris,
melainkan bergeser menjadi pengganti hak waris bagi pihak yang secara normatif
terhalang mewarisi karena perbedaan Agama. Dalam hukum kewarisan Islam,
pertimbangan keadilan dan kemaslahatan tidak dapat dijadikan legitimasi karena
penerapannya bertentangan dengan ijmak ulama bahwa perbedaan Agama merupakan
salah satu penghalang kewarisan. Penelitian ini juga menegaskan klarifikasi terhadap
penggunaan pendapat Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dan Yisuf al-Qaradawi dalam
membenarkan praktik tersebut, karena arah istidlal keduanya lebih menekankan
kebolehan Muslim mewarisi non-Muslim tertentu, bukan pemberian bagian kepada non-
Muslim dari harta peninggalan pewaris Muslim. Dengan demikian, pandangan keduanya
tetap relevan dalam diskursus waris beda Agama, tetapi tidak tepat dijadikan dasar
langsung untuk melegitimasi wasiat wajibah bagi pihak non-Muslim dari pewaris
Muslim.

Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung tidak lagi menjadikan
wasiat wajibah beda agama sebagai dasar pemberian bagian kepada pihak non-Muslim
dari harta pewaris Muslim. Praktik tersebut perlu dihentikan sebagai bentuk perluasan

130Tbn al-Qayyim al-Jawziyyah, Bada i al-Fawa'id, Juz 4 (Cet. V; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1440H), h. 1318.
51Tbn al-Qayyim al-Jawziyyah, al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar ‘iyyah, Juz 2, h. 683.
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yurisprudensi karena berpotensi menggeser fungsi wasiat menjadi pengganti hak waris
bagi pihak yang secara syariat terhalang mewarisi. Oleh karena itu, pemerintah dan
pembentuk regulasi perlu menegaskan kembali ruang lingkup Pasal 209 KHI agar wasiat
wajibah tetap berada pada ketentuan yang telah diatur dan tidak diperluas pada perkara
beda agama. Dalam praktik keluarga beda agama, penyelesaian harta sebaiknya diarahkan
melalui hibah atau wasiat sukarela semasa hidup, selama tidak melanggar batasan syariat
dan tidak merugikan ahli waris yang sah.
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